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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini isu kesehatan tidak lagi bisa lepas dari selayang pandang
masyarakat. Perbuatan ini tentunya menjadi suatu berita baik yang bahwasannya
dapat menyatakan tingkat rasa ingin tahu atau kepekaan masyarakat terhadap
kesehatan meningkat. Di lain sisi, dunia medis dapat menjadi sorotan sebab sektor
tersebut menaungi segala hal yang berkaitan dengan kesehatan. Dalam dunia medis
tidak semua individu atau masyarakat memiliki kewenangan untuk memberikan
pelayanan kesehatan melalui upaya kesehatan. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 36/2009), upaya kesehatan
dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dijalankan secara terpadu,
terintegrasi, serta berkesinambungan dalam rangka memelihara dan meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui pelayanan kesehatan
seperti pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan
juga pemulihan kesehatan.?

Orang yang dapat memberikan pelayanan kesehatan melalui upaya kesehatan
adalah tenaga medis. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-
XI11/2015 (Putusan MK 82/2015) dikeluarkan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU 36/2014) mencatatkan secara tegas bahawa

! pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



tenaga medis adalah bagian dari tenaga kesehatan dalam Pasal 11 ayat (1).2 Pada
dasarnya, tenaga kesehatan dapat diartikan sebagai orang yang mengabdikan
dirinya dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan.® Selain tenaga medis, bagian dari tenaga
kesehatan lainnya terdiri dari tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga
kefarmasian, tenaga kebidanan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga
kesehatan lingkungan, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga
biomedika, dan tenaga kesehatan tradisional.* Akan tetapi, sejak dikeluarkannya
Putusan MK 82/2015, Pasal 11 ayat (1) huruf a dinyatakan bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam amar putusannya.®

Tenaga medis dan bagian dari tenaga kesehatan lainnya terdiri dari berbagali
macam profesi yang keseluruhannya bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing namun tetap dalam sektor kesehatan. Dokter dan dokter gigi adalah
profesi yang masuk ke dalam kelompok tenaga medis.® Sejalan dengan hal tersebut,
dalam bagian menimbang Putusan MK 82/2015 dikatakan bahwa dokter dan dokter
gigi adalah profesi yang memiliki kedudukan khusus terkait tubuh dan nyawa

manusia, juga secara mandiri dapat melakukan intervensi medis teknis serta beda

2 Bernadetha Aurelia Oktavira, “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Itu Berbeda”,
https://www.hukumonline.com/klinik/a/tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-itu-berbeda-
[t5eaa9a59e79ab, diakses 6 Oktober 2022

8 Wahyuni, “Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
dalam Pemberian Pelayanan pada Pasien di Puskesmas Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur
Kabupaten Bone”, Jurnal Al-Dustur, Vol. 2, (2019), hal. 123

4 Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

5 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Putusan Nomor: 82/PUU-XI11/2015, hal.
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® Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
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tubuh manusia, dimana hal tersebut tidak dimiliki oleh bagian dari tenaga kesehatan
lainnya.” Dokter umum adalah salah satu jenis dokter dan dapat diartikan sebagai
profesi yang bergerak di sektor kesehatan dan sudah memiliki license atau izin
untuk kemudian dapat digunakan dalam menjalankan praktik kedokteran, seperti
penyembuhan penyakit.? Jika melihat eksistensinya dalam sektor kesehatan, dapat
dikatakan bahwa dokter umum adalah salah satu profesi yang memiliki latar
belakang perjalanan atau sejarah panjang hingga saat ini.®

Sebelum dapat menjalankan praktik kedokteran di masyarakat, dokter umum
perlu menempuh pendidikan yang panjang untuk memperoleh ilmu pengetahuan
dan pelatihan keterampilan demi kompetensi yang akan dipergunakan nantinya.°
Setelah melalui fase tersebut, dokter umum yang ingin berpraktik di masyarakat
atau menjalankan praktik kedokteran di wilayah Republik Indonesia wajib untuk
mengantongi Surat Tanda Registrasi atau disingkat dengan STR dan Surat Izin
Praktik yang disingkat dengan SIP.** Kedua surat tersebut adalah dua jenis surat
berbeda yang masing-masing dikeluarkan oleh instansi berbeda. STR adalah jenis
surat atau bukti tertulis yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada
seluruh dokter yang sudah melakukan registrasi dan memenuhi persyaratan lainnya.
Sebagai bentuk pencatatan resmi, syarat untuk melakukan registrasi ialah harus

memiliki sertifikat kompetensi, ijazah dokter, juga telah diakui secara hukum bagi

" Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor Putusan Nomor: 82/PUU-X11/2015, hal.
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8 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Hari Dokter Nasional”,
https://promkes.kemkes.go.id/?p=8246, diakses 6 Oktober 2022
% Ibid, hal. 5

10 Ayunda Pininta Kasih, “Siswa Ingin Jadi Dokter Spesialis? Ini 6 Tahap Yang Harus Dijalani”,
https://edukasi.kompas.com/read/2021/10/27/11521687 1/siswa-ingin-jadi-dokter-spesialis-ini-6-
tahap-yang-harus-dijalani?page=all, diakses 6 Oktober 2022

11 pasal 29 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
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orang tersebut untuk menjalankan profesinya. Selanjutnya, dokter umum juga
diwajibkan untuk mengantongi SIP yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan
berwenang pada wilayah di mana praktik kedokteran tersebut akan
dilangsungkan.*?

Selain diwajibkan untuk mengantongi dua jenis surat izin, sebelum melakukan
praktik kedokteran dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan di masyarakat,
dokter umum perlu mengetahui apa yang menjadi hak, kewajiban, kode etik serta
kewenangan dari kesemuanya yang melekat di dalam dirinya sebagai profesi. Hal
tersebut adalah tapak dasar bagi dokter umum untuk dapat menjalankan peranannya
di tengah masyarakat. Bila dokter umum hanya menjalankan perannya sesuai
dengan keinginannya saja, peluang untuk timbulnya masalah akibat tindakan medis
yang dilakukan mungkin terjadi. Atas perbuatan itu juga dokter umum dapat
dipersalahkan dan dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang
dilakukan. Sebagai profesi, dokter umum memiliki lembaga dan/atau organisasi
profesional yang dibentuk guna meningkatkan harkat dan martabat, kehormatan,
serta ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya.*® Tujuan lainnya adalah untuk
dapat menetapkan kebijakan dalam profesi kedokteran itu sendiri.

Ketika dokter umum melakukan suatu perbuatan yang dinilai telah melanggar
disiplin kedokteran, maka kepada dokter umum yang bersangkutan dapat dikenakan
sanksi sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia atau biasa disingkat sebagai MKDKI. Berat ringannya sanksi yang akan

12 pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

13 Willa ~ Wahyuni, “Peran  dan  Fungsi Ikatan ~ Dokter  Indonesia”,
https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-dan-fungsi-ikatan-dokter-indonesia-
1t6241d5a6blad9, diakses 17 Oktober 2022
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diberikan nantinya juga menjadi kewenangan dari MKDKI sebagaimana
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.}* Berbeda dengan itu, jika
dokter umum melakukan pelanggaran yang dinilai telah menyimpang dari kode etik
maka pihak yang akan menindaklanjutinya adalah Majelis Kehormatan Etik
Kedokteran atau dikenal dekat dengan sebutan MKEK. Selaras dengan hal tersebut,
dapat disimpulkan bahwa satu bentuk kewenangan yang dimiliki oleh MKEK ialah
menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran pada kode etik oleh profesi dokter.®®
Oleh karena itu dokter umum perlu memperhatikan, mengetahui, dan menguasai
lebih dalam mengenai apa yang menjadi landasan dasar dan kewenangan mereka
dalam menjalankan profesi di bidang kesehatan dalam dunia medis.

Selain dokter umum, profesi dokter terdiri dari dokter gigi, dokter spesialis,
dokter sub-spesialis, dan dokter spesialis gigi. Jenis-jenis dari dokter spesialis
tentunya sangat banyak, salah satu contohnya adalah dokter spesialis kulit dan
kelamin (SpKK) yang memiliki keahlian khusus dan diakui untuk menangani
masalah pada bagian sistem integumen kulit dan kelamin.® Dengan adanya
kekhususan atau pengelompokan spesialisasi dalam profesi dokter dapat ditemukan
suatu fakta bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai spesialis, seorang
dokter umum perlu memiliki ilmu pengetahuan dan kompetensi yang lebih akan

kekhususan tersebut. Maka sesuai dengan kewajiban yang dimilikinya, seorang

14 Andryawan, “Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Dalam Penegakan Disiplin Kedokteran Di Indonesia (Studi
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 298K/TUN/2012)”, Jurnal ADM, Vol. 10, (2017), hal. 12

15 Kastania Lintang, Hastani, Bahrun Azmi, “Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis”, Jurnal Volksgeist, VVol. 4, (2021), hal. 173

16 Wida Kurniasih, “36 Macam Profesi Kedokteran yang Ada di Indonesia”,
https://www.gramedia.com/literasi/macam-macam-profesi-kedokteran/, diakses 17 Oktober 2022
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dokter umum wajib untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar
profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta kebutuhan medis
pasien.l” Jika dokter melakukan tindakan medis di luar dari kompetensi yang
dimiliki dan diakui hingga menimbulkan suatu masalah, maka dokter tersebut dapat
dikenakan sanksi.

Pada hakikatnya, definisi kesehatan seringkali hanya dibatasi dengan suatu
kondisi ketika tubuh terbebas dari sakit penyakit. Padahal nyatanya memiliki
penampilan fisik yang indah dan bugar adalah bentuk nyata lainnya dari kesehatan.
Sejalan dengan arti dari kata sehat menurut World Health Organization (WHO),
maka arti dari kesehatan tidak lagi terbatas hanya pada kondisi tubuh terbebas dari
sakit penyakit.'® Perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu membuat
kebutuhan masyarakat selaku makhluk sosial terus mengalami peningkatan.
Perkembangan tersebut kemudian membawa pengaruh kepada perubahan gaya
hidup dan kesadaran masyarakat atas pentingnya pemeliharaan kesehatan melalui
pencegahan penyakit, perawatan tubuh, hingga perbaikan penampilan.t® Oleh
karenanya peranan layanan estetika dalam bentuk praktik estetika medis di tengah

masyarakat sangat dibutuhkan.?

7 Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, “Hak dan Kewajiban Dokter”,

https://www.pjnhk.go.id/informasi/hak-dan-kewajiban-dokter, diakses 17 Oktober 2022

18 Rahmawati, Ilmu Kesehatan Masyarakat, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management,
2021, hal. 1

19 Erni Yati, “Urgensi Pengaturan Praktik Estetika Medis Yang Dilakukan Dokter Umum Di
Indonesia (Perbandingan Pengaturan Estetika Medis Di Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan)”,
Jurnal Aktualita, Vol. 3, (2020), hal. 23

20 Meita Fajriana, “Melihat Perkembangan Klinik Kecantikan di  Indonesia”,
https://www.liputan6.com/fashion-beauty/read/3649758/melihat-perkembangan-industri-klinik-
kecantikan-di-indonesia, diakses 17 Oktober 2022
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Selain praktik estetika medis, Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa
jumlah konsumsi masyarakat Indonesia terhadap penggunaan kosmetika dan
perawatan tubuh lainnya di tahun 2020 tembus hingga 6,03 (enam koma tiga) miliar
USD atau setara dengan Rp.86 (delapan puluh enam) triliun rupiah.?* Angka yang
diperoleh melalui penelitian tersebut dapat menjadi satu bukti nyata bahwa tingkat
ketertarikan dan kebutuhan masyarakat akan estetika terus mengalami
perkembangan. Bukti lainnya yaitu meningkatnya perjalanan ke luar negeri yang
dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan perawatan tubuh, dimana kegiatan
tersebut sering dikenal dengan sebutan Medical Aesthetic Tourism.?? Tidak hanya
untuk melakukan perawatan semata saja, melalui kegiatan ini masyarakat juga
memanfaatkannya sebagai perjalanan untuk melakukan pelatihan keterampilan di
bidang estetika. Di berbagai negara, khususnya Korea Selatan, praktik estetika
medis melalui layanan estetika hingga pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan
untuk penyelenggaraannya sudah sangat banyak. Hal serupa terjadi di Indonesia,
banyaknya praktik estetika medis yang dijalankan karena kebutuhan masyarakat
terus mengalami peningkatan. Bentuk dari praktik estetika medis yang biasa
dilakukan terdiri dari berbagai macam, mulai dari treatment wajah sampai dengan

operasi plastik.?

2L Jovita Irawati, “Peluang Investasi Layanan Estetika Medis di Indonesia”. Artikel Berita, Jakarta
Selatan: Investor Daily, 2022, hal. 3

22 Siska Diana Sari, “Perlindungan Hukum Warga Negara Dalam Praktek Medical Aesthetic
Tourism”, Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2, (2019), hal. 11

23 Rezza Aji Pratama, “Konsil Kedokteran: Layanan Kesehatan Estetika Akan Diatur”,
https://ekonomi.bisnis.com/read/20150828/103/466766/konsil-kedoteran-layanan-kesehatan-
estetika-akan-diatur, 17 Oktober 2022
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Sebagai bentuk pelayanan kesehatan, praktik estetika medis tidak dapat
dijalankan oleh orang yang tidak memiliki kompetensi bersertifikasi di bidang ini.
Artinya sekalipun layanan estetika merupakan bentuk dari pelayanan kesehatan,
tidak semua dokter dapat menjalankannya sebab ada keterbatasan dalam
kompetensi dan etika profesi yang patut dijalankan, termasuk oleh dokter umum.
Batasan yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya perbuatan yang masih dapat
dilakukan oleh dokter umum dan ada perbuatan yang wajib untuk diteruskan lebih
lanjut kepada dokter spesialis terkait masalah yang dialami.?* Hanya terdapat satu
alasan yang membenarkan dokter umum untuk melakukan pertolongan kepada
pasien di luar kompetensinya, yaitu ketika berada dalam keadaan gawat darurat.
Peraturan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47
Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Permenkes 47/2018), yang
bertujuan sebagai acuan dokter umum, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan
kesehatan dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan. Lebih lanjut, dalam
Pasal 11 Permenkes 47/2018 dijelaskan bahwa dokter umum dan/atau tenaga
kesehatan lainnya yang dimaksud dalam regulasi ini adalah profesi yang memiliki
sertifikasi atas kompetensi kegawatdaruratan. Alasan dari tenaga kesehatan selalu
diwajibkan untuk memiliki kompetensi yang tersertifikasi ialah karena hal tersebut
landasan utama bagi tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan di

masyarakat.

24 Ricky, “Batasan Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan
Kompetensi Profesinya”. Tesis, Yogyakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia, 2020, hal. 33



Pelaksanaan praktik estetika medis atau secara awam dikenal sebagai praktik
kecantikan dapat sangat mudah untuk ditemukan di tengah masyarakat. Selain di
rumah sakit, praktik kecantikan juga bisa ditemukan pada fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya yaitu klinik kecantikan.?® Penyelenggaraan klinik kecantikan
tentunya tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati. Terdapat berbagai macam syarat
yang harus dipenuhi untuk bisa memperoleh atau mendapatkan izin pendirian klinik
kecantikan. Beberapa di antaranya adalah memiliki fotocopy STR, SIP, SIK (Surat
Izin Kerja), SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air Tanah), serta sertifikat kompetensi
tenaga medis dan tenaga kesehatan yang nantinya akan ikut menjalankan praktik di
klinik itu sendiri.?®

Kendati demikian, sekalipun regulasi menentukan yang dapat menjalankan
pelayanan kesehatan khususnya layanan estetika hanyalah dokter yang memiliki
kompetensi bersertifikasi di bidangnya saja, kenyataan berkata lain. Banyak sekali
pihak diluar dari yang berwenang memberikan pelayanan estetika medis kepada
masyarakat, padahal tidak memiliki kompetensi di bidang ini. Oleh karenanya
kerap timbul permasalahan di masyarakat atas hasil yang diperoleh melalui
pelayanan estetika medis yang diterimanya. Berkhouwer dan Vorstman
mengatakan bahwa terdapat tiga faktor yang memungkinkan terjadinya kesalahan,

antara lain kurangnya pengetahuan, pengalaman, serta pengertian.?’ Ketiganya

%5 Hariyanto, “Jawab Semua Kebutuhan, Ini Jenis-Jenis Faskes di SehatQ”,
https://www.industry.co.id/read/93633/jawab-semua-kebutuhan-ini-jenis-jenis-faskes-di-sehatq,
diakses 17 Oktober 2022

% Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, “Izin Klinik
Kecantikan”, https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/kalimantan-barat/kabupaten-
landak/dinas-penanaman-modal-pelayanan-terpadu-satu-pintu-dan-tenaga-kerja/izin-klinik-
kecantikan, diakses 17 Oktober 2022

27 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, (Surabaya: PT. Rineka
Cipta, 2005), hal. 50
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dinilai dapat menjadi alasan dari tindakan dokter umum yang dinilai salah dalam
menilai sesuatu, terutama ketika mengambil keputusan saat memberikan pelayanan
kesehatan, khususnya di bidang estetika medis.

Di Indonesia kasus dalam layanan estetika medis tergolong menjadi salah satu
yang cukup tinggi. Berbagai macam kasus dalam layanan estetika medis pernah
terjadi. Pertama, dokter palsu dalam klinik kecantikan. Kedua, praktik ilegal yang
berujung dengan kematian. Ketiga, penjualan skincare yang tidak memenuhi
standar seharusnya dan masih banyak lagi. Kualitas dalam produk dan kualitas
pelayanan yang diberikan kepada pasien sangatlah berpengaruh kepada tingkat
kepercayaan mereka terhadap tempat dilakukannya pelayanan kesehatan dan tenaga
medis yang menjalankannya.?® Menurunnya kepercayaan masyarakat Indonesia
ternadap layanan estetika medis tidak selalu harus dirasakan secara langsung,
melainkan juga dapat dipengaruhi oleh berita yang beredar di masyarakat atas
korban layanan estetika medis yang tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang
diharapkan.

Permasalahan mengenai praktik estetika medis akan terus berlanjut jika tidak
ada sanksi yang jelas dan tegas untuk diberikan kepada pihak yang melakukan
pelanggaran. Secara khusus, regulasi di Indonesia belum ada yang mengatur
tentang praktik estetika medis di masyarakat. Oleh karena itu permasalah yang
timbul tersebut pun dapat dinyatakan sebagai suatu akibat sebab adanya

kekosongan hukum di sektor kesehatan, secara khusus di bidang praktik estetika

28 Amalia Reva Alviska, “Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Kepercayaan
Terhadap Loyalitas Pelanggan (Studi pada Konsumen Klinik Erha di Malang)”, Jurnal Manajemen
Bisnis, Vol 7, (2017), hal.82
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medis. Didukung dengan perkembangan zaman saat ini yang telah membawa
banyak perubahan dan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tingkat
kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan pun mengalami peningkatan.
Menjadi menarik untuk dibahas, penulisan skripsi ini akan mengupas tuntas tentang
batas kewenangan klinis dan tanggung jawab hukum dokter umum dalam

melaksanakan praktik estetika medis di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan masalah yang telah dituangkan pada bagian latar
belakang, maka terdapat dua rumusan masalah yang akan diangkat dalam penulisan
skripsi ini yaitu:
1. Bagaimana batas kewenangan klinis dari dokter umum dalam melaksanakan
praktik estetika medis di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum bagi dokter umum yang melaksanakan
malpraktik estetika medis menurut peraturan perundang-undangan di

Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, terdapat dua tujuan
penelitian yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini yaitu:

1. Mengkaji batas kewenangan klinis dari dokter umum dalam melaksanakan

praktik estetika medis di Indonesia.
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2. Menganalisis tanggung jawab hukum bagi dokter umum yang
melaksanakan malpraktik estetika medis menurut peraturan perundang-

undangan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari dilakukannya penelitian di atas,
diharapkan bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai
berikut:
1.4.1 Manfaat Teoritis
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi salah satu hasil penelitian
atau kajian tertulis yang mampu memberikan kontribusi lebih dalam
perkembangan ilmu hukum, khususnya di sektor hukum kesehatan dan menjadi
referensi bagi para peneliti berikutnya yang ingin melakukan pengkajian
tentang batas kewenangan klinis dan tanggung jawab hukum dari dokter umum
dalam melaksanakan praktik estetika medis berdasarkan hukum positif di

Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis
Penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran atas
pentingnya pembentukan payung hukum bagi dokter umum sebagai profesi
untuk dan dalam menjalankan praktik estetika medis di tengah masyarakat agar
dapat terciptanya kepastian hukum bagi dokter umum ketika menjalankan

praktik dan masyarakat sebagai pasien.
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1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam 5
(lima) bab, yang secara singkat menguraikan hal-hal sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN
Bab | berisikan latar belakang, sebagai landasan umum sebelum memasuki
pembahasan selanjutnya yang menjelaskan tentang lingkup pembahasan yang
berkaitan dengan masalah pokok. Bab I terdiri dari 5 (lima) sub bab, pertama
adalah latar belakang masalah yang menjadi tempat pembahasan umum terkait
masalah yang ingin dikaji. Kedua, rumusan masalah yang terdiri dari 2 (dua)
hal utama sebagai poin pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Ketiga, tujuan
penelitian yang berisikan tujuan dari dilakukannya penelitian terkait isu atau
masalah yang diangkat. Keempat adalah manfaat penelitian yang terdiri dari 2
(dua) poin, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kelima yaitu sistematika
penulisan, yang berisikan pembahasan seluruh bab dan disusun secara singkat,
padat, dan jelas mengenai isi dari karya tulis ilmiah ini.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA
Bab Il terdiri dari 2 (dua) sub bab, yaitu tinjauan teori dan tinjauan konseptual
sebagai teori atau landasan dasar bagi Penulis untuk mengolah data lapangan
yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini dan hasilnya akan
dituangkan lebih lanjut pada bagian hasil penelitian dan analisis.

BAB IIl METODE PENELITIAN
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Bab 11 berisikan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan
mengembangkan data. Terdapat 5 (lima) sub bab di dalam bab ini, yaitu jenis
penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada Bab 1V, Penulis akan menjabarkan hasil dari olahan data dan teori yang
digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam Bab I. Oleh karena itu,
bab ini akan berisikan penjabaran dari data-data yang telah diperoleh dan
dianalisis lebih lanjut ke dalam 3 (tiga) sub bab yaitu hasil penelitian, analisis
rumusan masalah pertama, dan rumusan masalah kedua.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. Sebagai penutup,
Penulis akan membuat kesimpulan atas jawaban dan analisis dari rumusan
masalah yang ada, serta saran yang nantinya akan ditujukan kepada pihak-

pihak terkait.
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